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Kejari Harus Tinjau
Kembali Penetapan Tersangka

Dugaan Korupsi
Retribusi Pelayanan

Jasa Pelabuhan

LUWUK' - Penetapan dua
tersangka dalam kasus dugaan
korupsi retribusi ‘pelayanan
pemunggutan jasa kepelabu-
hanan di Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
(Dishubkominfo) Banggai per-
lu ditinjau kembali.

Penetapan Kepala Bidang
Perhubungan Laut Nirzam
Manasai dan Kepala Sesi
Kepelabuhanan Yones dini-
lai sangat premature dan tidak
tepat sasaran. Sebab, selain
belum diketahui keterlibatan
kedua pejabat itu, mereka ju-
ga tidak mengetahui alur hasil
penyetoran dana retribusi.

Penasehat Hukum (PH) ked-
ua pejabat Dishubkominfo
yang telah ditetapkan seb-

agai tersangka Nasrun Hipan

SH MH, Senin (28/10), men-
gatakan tidak melihat keterli-
batan kedua kliennya dalam
proses alur penyetoran dana.

Kata Nasrun, dalam buku
laporan penyetoran keuangan
retribusi hasil pemungutan
jasa kepelabuhan tahun 2011
dan 2012, kedua pejabat yang
menjadi tersangka tidak per-
nah terlibat. Alur penyetoran
keuangan, tidak melalui kedua
pejabat itu.

Tetapi, kata dia, alur penye-
toran retribusi hasil pemung-
utan jasa kepelabuhan dilaku-
kan oleh petugas pemungut la-
lu disetor kepada koordinator
pemungut. Dari koordinator,
semua hasil retribusi jasa ke-
pelabuhanan disetor kepada
bendahara dinas.

Setelah itu, lanjutnya, ben-
dahara menyetor retribusi pe-
mungutan jasa kepelabuhan
ke kas daerah yang diketahui
oleh kepala dinas instansi yang
bersangkutan. Lalu dimana
keterlibatan Kepala Bidang
Perhubungan Laut dan Kasi
Kepelabuhan.

“Saya  belum mengeta-
hui bagaimana latarbelakang
penetapan kedua pejabat oleh
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Luwuk. Kalau berdasarkan

alur penyetoran keuangan,
maka Kejari Luwuk seharus-
nya tidak menetapkan kli-
ennya sebagai tersangka,” ka-
tanya, kemarin.

Yang seharusnya ditetapkan
tersangka adalah koordina-
tor pemungut Braener. Karena
dari koordinasi yang menge-
tahui berapa nilai retribusi ja-
sa kepelabuhan yang disetor
oleh petugas jasa kepelabu-
han. Sedangkan kedua ter-
sangka tidak mengetahui alur
penyetoran.

Pihaknya sudah membu-
ka buku laporan penyetoran
keuangan, dimana Kepala
Bidang Perhubungan Laut dan
Kasi Kepelabuhanan tidak ter-
cantum dalam buku laporan
itu. Lalu bagaimana Kejari
Luwuk menetapkan mereka
sebagai tersangka.

Apa dasarnya menetapkan
mereka sebagai tersangka, se-
dang mereka tidak mengetahui
asal usul penyetoran. Untuk
itu, penetapan mereka sebagai
tersangka kasus dugaan ko-
rupsi sebesar Rp526 juta perlu .
ditinjau kembali. (rd)





